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ABSTRAK

Judul Skripsi : Akibat Hukum Dari Likuidasi Bank Dengan Berlakunya
Undang-undang Nomor 21 Thun 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).

Nama : Aisyah Thara Sintha
Nim : 02111001137
Kata Kunci : Pengalihan Kewenangan, Pembubaran Badan Hukum dan

Likuidasi Bank

Skripsi ini ditulis berdasarkan satu latar belakang bahwa terjadi perubahan peraturan

mengenai pendirian, pengawasan, dan pencabutan usaha bank di Indonesia.

Dahulunya diatur dalam Undang-undang No. 10 Thn. 1998 tentang Perbankan dan

Undang-undang No. 3 Thn.2004 tentang Bank Indonesia. pada tahun 2011 dengan

dibentuknya Undang-undang No. 21 Thn. 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) kewenangan pendirian, pembinaan dan pencabutan izin usaha bank dialihkan

ke OJK. pada sisi lain badan usaha yang bergerak di bidang jasa perbankan haruslah

berbentuk badan hukum, pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas (ada

kemungkinan berbentuk Koperasi atau Perusahaan Daerah). Dengan beralihnya ke

OJK timbul persoalan, bagaimana prosedur likuidasi dan pembubaran badan hukum

bank, instansi mana yang berwenang melakukan likuidasi dan pembubaran badan

hukum bank. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai suatu

penelitian hukum yuridis normatif .

Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu

H. Amrullah Arpan,S.H.,S.U Arfianna Novera,S.H.,M.Hum

NIP 195305091980031001 NIP 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Drs.H.Murzal Zaidan,S.H.,M.Hum
NIP 196003121989031002



1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan Perekonomian suatu Negara ditentukan oleh banyak faktor. Salah

satunya adalah sektor perbankan yang memiliki fungsi pokok sebagai lembaga

penghimpunan dana masyarakat.1

Perbankan merupakan suatu Badan Usaha yang bergerak dalam bidang keuangan

yang meliputi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan

penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman. Perbankan

sudah dikenal di indonesia sejak zaman Hindia Belanda , seperti adanya De

Algemene Volkskrediet Bank (BRI).2

Menurut Undang-undang No. 7 Thn. 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 , pengertian Bank adalah badan

usaha yang mengimpum dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke

masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak, sedangakan yang dimaksud perbankan adalah segala sesuatu yang

1 Mudjarat Kuncoro, Suhardjono, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, BPFP,
Yogyakarta, 2002, hlm. 539

2 https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_di_Indonesia. Diakses 20-10-2011
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menyangkut Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses

dalam melaksanakan usaha3.

Menurut Zulfi Diane Zaini, dalam pengetian lain bank sebagai perantara keuangan

masyarakat yaitu perantara dari mereka yang kelebihan uang dengan mereka yang

kekurangan uang. Apabila peranan ini berjalan dengan baik barulah bank dikatakan

sukses. Uang tunai yang dimiliki ataupun yang dikuasai bank tidaklah berasal dari

uang milik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari orang lain, uang pihak lain yang

dititipkan pada bank dan sewaktu-waktu akan diambilnya kembali. Dana-dana bank

yang digunakan sebagai modal operasional bersumber dari modal sendiri, dana

pinjaman/kredit likuiditas dari bank sentral.4 Fungsi bank sentral sendiri di negara

manapun selalu memegang peranan sangat penting dalam memajukan perkembangan

perekonomian di negaranya, begitu pula dengan tugas bank sentral di Indonesia yang

diemban oleh Bank Indonesia juga mempunyai posisi strategis dalam pembangunan,

baik dalam melayani pemerintah, dunia keuangan dan perbankan, yang ada di

Indonesia dan di seluruh dunia.5

Pada saat sekarang, sektor perbankan memiliki posisi semakin strategis. Posisi

sebagai lembaga intermediasi antara penyimpan dana dan pengguna dana. Menurut

Perry Warijoyo, fungsi utama perbankan sebagai intermediasi, yaitu penghimpun

dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-

3
Undang-undang No. 7 Thn. 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 1 dan 2.
4 Zulfi Diane Zaini, Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah, CV

Keni Media, 2012 hlm.136.
5Manajemen dana Bank , http://isminoviyanti.blogspot.com/2013/01/v-

behaviorurldefaultvmlo_11.html, diakses tanggal 11 Januari 2013, pukul 14.30.
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sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah

negara.6

Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral atau sering disebut juga bank to

bank (sebelum beralih ke Otoritas Jasa Keuangan) adalah mengatur, mengkoordinir,

mengawasi, serta memberikan tindakan kepada lembaga perbankan. Menurut Munir

Fuady, Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar

disalurkan kembali kepada masyarakat supaya benar-benar efektif penggunaannya

sesuai dengan tujuan pembangunan.7 Dasar kewenangan Bank Indonesia selaku Bank

Sentral, dalam melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia

diatur di dalam Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia,

yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Bank Indonesia.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengamanatkan agar dibentuk

lembaga pengawas jasa keuangan. Pasal ini ditindaklanjuti yang dengan lahirnya

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya

penulis singkat dengan UU OJK). Dengan lahirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan,

maka fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral penjaga stabilitas moneter,

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan sebagai pengatur dan

pengawas perbankan beralih ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).8

6Perry warjiyo, Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia : Sebuah Pengantar, Pusat
pendidikan dan studi Kebanksentralan(PPSK), 2004. Hlm.138.

7Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm. 44
8 Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
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Menurut Adrian Sutedi, tugas dan wewenang OJK dalam hal pengawasan

perbankan berkaitan dengan aspek micro prudential seperti kelembagaan, kegiatan

usaha, dan penilaian tingkat kesehatan. Sedangkan aspek macro prudential berkaitan

dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran seperti ketentuan tentang Giro

Wajib Minimum (GWM), ketentuan devisa, Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan

laporan-laporan serta pemeriksaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas di bidang

moneter dan sistem pembayaran merupakan kewenangan dari otoritas moneter BI.9

Dalam kaitannya dengan peran Bank tersebut, untuk meningkatkan perannya

dalam sektor perekonomian nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan

20 kebijakan yang terdiri dari 6 (enam) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

dibidang Perbankan, 7 (tujuh) POJK di bidang Pasar Modal, 7 (tujuh) POJK di

bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Kebijakan ini diterbitkan sebagai

bagian dari rangkaian kebijakan yang dikeluarkan OJK untuk memperkuat

pengawasan sektor jasa keuangan, pendalaman pasar keuangan, dan perluasan akses

keuangan masyarakat. Semua ini diharapkan akan mendorong terwujudnya sektor

jasa keuangan yang kokoh, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata, dan

berkesinambungan dengan mencermati perkembangan makroekonomi global dan

domestik, saat ini sektor jasa keuangan nasional memang dihadapkan pada sejumlah

risiko. Risiko-risiko tersebut perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada

kemampuan sektor jasa keuangan dalam menjalankan fungsi intermediasi. OJK telah

menetapkan prioritas penguatan pada beberapa aspek yang diperlukan dalam jangka

9 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses, Jakarta 2014,
Hlm.212
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pendek, yang dituangkan dalam serangkaian kebijakan yang akan diterbitkan pada

beberapa kesempatan10. Pada kesempatan kali ini, beberapa kebijakan yang

dikeluarkan oleh OJK adalah sebagai berikut11:

Perbankan:

1. POJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi
Keuangan

2. POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi
Keuangan

3. POJK tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan
Inklusif (Laku Pandai)

4. POJK tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

5. POJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Perbankan
Syariah POJK tentang Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah

6. POJK tentang Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Pasar Modal:

1. POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di
Sektor Pasar Modal

2. POJK tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa

3. POJK tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset
Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) dalam Rangka Pembiayaan Sekunder
Perumahan

4. POJK tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi

5. POJK tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi

6. POJK tentang Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun
Asset (KIK-EBA)

7. POJK tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara
Pedagang Efek

10
http://www.ojk.go.id/siaran-pers-kebijakan-pengawasan-perbankan-dan-keuangan diakses

pada tanggal 19 November 2014, pukul 20.00
11 Ibid
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Industri Keuangan Non Bank (IKNB):

1. POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan,

2. POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

3. POJK tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

4. POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan

5. POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

6. POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

7. POJK tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Dengan diterbitkannya peraturan-peraturan ini, diharapkan sektor Jasa Keuangan

dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menghadapi berbagai dinamika

perekonomian ke depan, sekaligus meningkatkan perannya dalam pembangunan

nasional.

Untuk saat ini (2015) berdasarkan informasi yang diperoleh dari OJK, terdapat 63

Bank yang dicabut izin usahanya dan diserahkan penanganannya kepada Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS). Dari angka tersebut sebanyak 90% diantaranya diketahui

terdapat indikasi tindak pidana perbankan. Sementara LPS telah memberikan kuasa

kepada Bank Indonesia dan OJK untuk melaporkan dugaan tindak pidana perbankan

atas 27 bank yang telah dicabut izin usahanya, sampai dengan bulan Mei 201512.

Likuidasi terhadap bank-bank yang bermasalah mengakibatkan tingkat kepercayaan

masyarakat pada sistem perbankan di Indonesia menurun yang akibatnya terjadi

penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dalam jumlah yang signifikan.

Menurut Zulfi Diane Zaini, pada dasarnya bank adalah lembaga kepercayaan, karena

12
forumnasabah.com/27-bank-lakukan-tindak-pidana-perbankan/, diakses pada tanggal 12

Mei 2015, pukul 10.00
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kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi

oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan

disertai imbalan berupa bunga. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kembali

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, yaitu dengan memberikan

jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat.13

Lebih lanjut penulis ini mengatakan bahwa dalam hal ini, bank menghimpun dana

dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan dari masyarakat. Bank harus selalu

menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar menyimpan dana

mereka di bank, dan bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan

perekonomian bangsa. Dengan demikian, bank menanggung risiko reputasi

atau reputation risk yang besar. Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh

berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan

kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan

pembangunan ekonomi nasional.14 Menurut Novri Irza Hidayattullah (praktisi

perbankan) mengemukakan bahwa idealnya fungsi pengawasan harus lepas dari Bank

Indonesia sehingga Bank Indonesia akan fokus pada pemegang otoritas moneter

termasuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi yang sesuai bagi perekonomian.

Brdasarkan hal ini dapat dijelaskan bahwa pembentukan OJK akan berdampak pada

perubahan atas empat peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan

13
Zulfi Diane Zaini, Op.Cit, hlm.200.

14 Ibid, , hlm. 45
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bidang asuransi, pasar modal, perbankan, serta badan pengawas pasar modal dan

lembaga lainnya.15

Kaitannya likuidasi suatu bank sekarang ini tentunya berkaitan dengan hak dan

kewajiban dari nasabah penabung maupun nasabah peminjam. Nasabah dan bank

merupakan 2(dua) subyek hukum yang kedudukannya sama. Bank haruslah

berbentuk badan hukum, pada umumnya bentuk badan hukumnya itu adalah

Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (PT) yang sekarang diatur dalam Undang-

undang No. 40 Thn. 2007 sebagai Badan Hukum harus disahkan oleh Menteri Hukum

dan HAM16.

Lembaga yang berwenang melakukan pencabutan izin usaha kegiatan perbankan

menurut pasal 7 huruf a angka 1 Undang-undang No. 21 Thn 2011 tentang OJK. OJK

hanya mempunyai wewenang untuk mencabut izin usaha bank, dengan demikian

tidak termasuk pembubaran badan hukum bank yang menyelenggarakan kegiatan

Perbankan itu. Oleh karena itu, suatu PT yang bergerak di bidang jasa Perbankan

kemudian di likuidasi tidaklah serta merta mengakibatkan badan hukum tersebut

bubar.

Seperti yang telah diuraikan diatas, Likuidasi adalah tindakan penyelesaian

seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan

pembubaran badan hukum bank. Disini, akan timbul ketidakpastian hukum yaitu

15 Ibid. hlm.194
16https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas. diakses pada tanggal 17 desember 2011
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diakuinya suatu Badan Usaha akan tetapi tidak diperkenankan melakukan kegiatan

sesuai dengan anggaran dasarnya (dibidang jasa perbankan).

Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas

dalam bentuk skripsi dengan judul “AKIBAT HUKUM DARI LIKUIDASI BANK

DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011

TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme Likuidasi Bank dengan berlakunya Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) ?

2. Siapa yang berwenang melakukan pembubaran Badan Hukum dan juga

likuidasi suatu bank?

3. Apakah dengan dinyatakan di likuidasi dengan sendirinya mengakibatkan izin

bank tersebut dicabut serta badan hukumnya dibubarkan?

C. RUANG LINGKUP PERMASALAHAN

Mengingat banyaknya peraturan-peraturan perbankan yang terus menerus

mengalami perubahan sejak Indonesia merdeka, maka penulis melakukan

pembatasan terhadap peraturan yang dibahas. Agar penelitian dapat dilaksanakan

secara terarah dan menghindari kemungkinan pembahasan yang meluas maka

penulis bermaksud membatasi ruang lingkup permasalahan hanya sampai pada
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Undang-Undang No. 10 Th. 1998 tentang perbankan, serta Undang-Undang No.

21 Th. 2011 tentang OJK.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur likuidasi bank dengan berlakunya otoritas jasa

keuangan (OJK);

2. Untuk mengetahui yang berwenang melakukan Likuidasi dan pembubaran

badan hukum suatu bank;

3. Untuk mengetahui dengan dinyatakan di likuidasi dengan sendirinya

mengakibatkan izin bank tersebut dicabut serta badan hukumnya dibubarkan.

E. MANFAAT PENELITIAN

Nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, tetapi

juga ditentukan oleh besar manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian.

Manfaat atau kegunaan yang akan penulis peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Segi teoritis

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, literatur dan

khasanah bagi seluruh civitas akademika dibidang hukum khususnya

dibidang hukum perdata dan hukum perbankan.

b. Diharapkan dapat memberikan acuan terhadap penelitian-penelitian

sejenis untuk tahap berikutnya
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2. Segi praktis

a. Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi praktisi dan

masyarakat pada umumnya dibidang hukum khusunya hukum perdata

dan hukum perbankan.

b. Dapat memperluas cakrawala berfikir dan pandangan bagi civitas

akademika Universitas Sriwijaya, khususnya mahasiswa Fakultas

Hukum yang menerapkan penulisan hukum ini

F. KERANGKA TEORI

Teori pada hakekatnya adalah hubungan antara dua atau lebih variabel17.

Kerangka teori dalam skripsi ini adalah menggunakan teori Kepastian Hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama,

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa

yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan,

atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.18

Hukum mengatur hak dan kewajiban para subyek hukum terutama tentang

kedudukan dan status subyek hukum. Yang termasuk dalam subyek hukum ialah

manusia atau orang (naturlijke person) dan badan hukum (vicht person), dalam

17 blog.fisip.uns.ac.id/wp-signup.php?new=juwita, diakses pada tanggal 29 Maret 2013, pukul
17.30

18Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
Hlm. 23
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hal ini badan hukum yang termasuk sebagai subjek hukum juga melakukan

perbuatan hukum.

Perbuatan hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan

dengan hukum, apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum

maka akan mendapatkan hukuman. Kaitannya dengan penelitian pada skripsi ini

adalah apabila suatu bank melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum

yaitu seperi bank yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain

maka bank tersebut akan dilikuidasi, likuidasi sendiri merupakan pencabutan izin

dan pembubaran badan hukum suatu bank, pembubaran inilah yang dimaksudkan

sebagai suatu hukuman terhadap bank yang melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan hukum.

Bank adalah perusahaan yang kegiatan pokoknya adalah menghimpun uang

dari masyarakat dan memberikan kredit kepada masyarakat19. Pengertian bank

menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang

Perbankan) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangakan

yang dimaksud perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam

melaksanakan usaha.

19 Herman Darmawi, Manajemen Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 27.
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Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan

fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat umum dalam bentuk simpanan

dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jenis-jenis Perbankan di Indonesia diatur dalam Pasal 5 UU No. 7 Tahun

1992. Pasal 5 ayat (1), berbunyi:

(1) Bank Umum, adalah bank yang dapat memberikan jasa-jasa dalam lalu

lintas pembayaran.

(2) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang menerima simpanan dalam

bentuk deposito berjangka dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan

itu.

Dalam melakukan kegiatan usaha bank memiliki beberapa risiko, yaitu20:

a. Risiko kredit, yaitu jenis risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak

lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

b. Risiko pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif

termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk

risiko perubahan option.

c. Risiko Pasar, yaitu Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif

termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk

Risiko perubahan harga option.

d. Risiko Likuiditas, yaitu Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas,

dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa

mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut juga

Risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity risk).

e. Risiko Operasional, yaitu Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem,

20
https://arsasi.wordpress.com, diakses pada tanggal 3 Januari 2014, pukul 20.30
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dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Sumber risiko ini antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem,

dan kejadian eksternal.

f. Risiko Hukum, yaitu Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau

kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena

ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau

kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau

agunan yang tidak memadai.

g. Risiko Stratejik, yaitu Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam

mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik

serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Sumber Risiko Stratejik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam

proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi,

ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi

perubahan lingkungan bisnis.

h. Risiko Kepatuhan, yaitu Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi

dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan

ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul

karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan

maupun standar bisnis yang berlaku umum.

i. Risiko Reputasi, yaitu Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan

stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Salah

satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko

Reputasi bersifat tidak langsung (below the line) dan bersifat langsung

(above the line).

Dalam melakukan kegiatan usaha bank yang terkena likuiditas, lembaga

keuangan yang berwenang mengatur mengenai hal ini ialah Bank Indonesia.

Dapat diketahui berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Thn 1999,

Likuidasi Bank merupakan pencabutan izin serta pembubaran badan hukum

bank. Namun setelah munculnya Undang-undang tentang Otoritas jasa

Keuangan pada tahun 2011, beberapa kewenangan BI terpangakas termasuk
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dengan pencabutan izin bank yang kemudian beralih menjadi kewenangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)21.

Otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi

pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor

keuangan22, setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan

wewenang otoritas jasa keuangan. Maksudnya adalah untuk menjamin

terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang

optimal.23

G. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe peneleitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum yang

dikategorikan dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah

penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal

yang bersifat teorotis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum,

pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan-peraturan dan sistem hukum dengan

menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang

terdapat dalam peraturan perundang undangan dan peraturan lainnya, dengan

21Penjelasan pasal 7 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan.
22 Ibid, Pasal 5.
23 Ibid, Pasal 2 ayat (2).
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mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain24 yang

berhubungan erat dengan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian

lapangan

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan

(library research). Data Sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

terdiri dari:25

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan

bersifat mengikat yang terdiri dari :

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Undang-undang Republik indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

24
Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2004, hlm. 87
25 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta,

1996, hlm. 52
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c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan.

d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank

Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu memberikan penjelasan tentang bahan yang

berasal dari Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:26

a. Literatu-literatur yang berkaitan dengan permasalahan

b. Makalah yang berkaitan dengan permasalahan

c. Hasil karya ilmiah pakar hukum

d. Pendapat pakar hukum

e. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sebagai penunjang yang memberikan petunjuk

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

seperti : koran, jurnal, majalah, internet, kamus hukum, wikipedia, kamus

besar bahasa indonesia dan sumber-sumberhukum lainnya yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti.

26 Bambang Wahyu, penelitian hukum dalam prakter, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm,7-8.
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3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal ini data yang didapatkan diperoleh dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu studi pustaka yang dilakukan melalui cara mempelajari, dan mengutip teori-

teori atau konsep dari sejumlah literature, baik buku, dan karya ilmiah yang relevan

dengan masalah yang dibahas oleh penulis serta dengan memperoleh dan mengkaji

peraturan perundang-undangan dan laporan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Bahan- bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder

maupun tersier.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dari suatu kepustakaan dan studi lapangan

diolah secara kualitatif27, yaitu dengan memisahkan atau memilah data yang ada,

mana yang diperlukan dan mana yang tidak sehubungan dengan masalah yang

dibahas.

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu

metode analiasis data yang tidak berdasarkan angka-angka tetapi data yang telah

didapat dirangakai dengan kata-kata dan kalimat ataupun bisa diartikan data yang

diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematik berdasarkan obyek yang diteliti,

kemudian dianalisis secara kualitatif. Sedangkan penyajiannya dilakukan dengan

27Zainudi Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 105
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metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan terlebih dahulu kemudian

dianalisa dan selanjutnya disimpulkan.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan

tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan atau

pertanyaan penelitian.28 Penelitian dalam skripsi ini menarik kesimpulan secara

deduktif ataupun induktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif, maksudnya adalah

menarik kesimpulan dengan cara berfikir yang berdasarkan pada hal umum kemudian

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selain itu dapat ditarik kesimpulan secara

induktif yaitu penarikan kesimpulan dengan cara berfikir yang dimulai dari

pengetahuan yang khusus kemudian menilai sesuatu dengan kejadian yang umum

sehingga hasil dari kesimpulan tersebut disusun menjadi sebuah skripsi.

28 Beni Ahmad Saebani. 2009. Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, hlm 11.


